
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR]' TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK
ATAU PENGHAS'ILAN
DARI ANGGARAN PE

rAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17

ayat (21 Peraturan Pemerintatr Nomor 44 Tahun
2O2O tentang Pemberian Gqii, pensiun,

T[njangan, atau Penghasilan Ke';go Belas Tahun
2O2O kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai Nonpegawai

Negeri Sipil, dan penerima pensiun atau
TUnjangan, perlu menetapkal peraturan Bupati
Tapin tentang Petunjuk Teknis pemberian Gaji
atau Penghasilan Ketiga Belas yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah I"aut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daerah Tingkat II Tabalong (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 27561;
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2. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2&6l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a35S);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor Saga\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4

tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2.

3.

4.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor T4

Tahun 2Ol2 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor lT l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ffiao);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OlT

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 603Tl,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

7.

8.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatrun 2OLg

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahu n 2O2O

tentang Pemberian Gaji, pensiun, TUnjangan,

atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2O2O

kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pegawai

Nonpegawai Negeri Sipil, dan penerima

Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 189,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot8 Nomor 12 1 3) ;

10.

11.

12.

L
\
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2OAB tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (I-embaran Daerah

Kabupaten Tapin Tatrun 2008 Nomor OS),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2Ol5 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

01 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan

Organisasi dal Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin

Tahun 2OL2 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

12 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor

r2l;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

09 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

L4.

15.

16.
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Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang perubahan

Atas Peraturan Daeratr Kabupaaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol9 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
08 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Iembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2}lg Nomor O8);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Ke4'a Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2016 Nomor 251, sebagaimana telah
diubah beberapa kd, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun

2Ol8 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018

Nomor 31);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol9 Nomor 28), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

18.

19.
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Menetapkan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun
2O2O tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2g Tahun
2OL9 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2O2O Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU

PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yatrry memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan

Pemerintahan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana

Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan daerah pada umumnya.



6.

-8-

Pimpinan BLUD adalah pejabat yang menduduki jabatan
sebagai Dewan Pengawas, pejabat pengelola BLUD, Jabatan
Pimpinan Tinggr, Jabatan Administrator, Jabatan pengawas,

atau jabatan yang disetarakan atau setingkat dengan Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan
Pengawas.

Pegawai Lainnya adalah pegawai non-pNS Daerah yang bekeq'a
selain pada BLUD yang memenuhi persyaratan dalam peraturan

Bupati ini.

Pejabat Yang Memiliki Kewenangan adalah pejabat pembina

Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan atau
pejabat lain yang diberi kewenangan oreh peraturan perundang-
undangan untuk melakukan pengangkatan pegawai l.ainnya.
Gaji Pokok adalah Gaji pokok sebagaimana d,iatur datam
peraturan perundang-undangan tentang Gaji.

T[njangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji.
Tunjangan Jabatan adalatr tunjangan jabatan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji, yang

meliputi tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan
tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan.

Tunjangan umum adalah tunjangan umum sebagaimana d,iatur

dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji.

surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat spp
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut sp2D

adalah dokumen ytrtg digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau penghasilan ketiga beras tahun 2o2o diberikan kepada:
a. PNS Daerah;

b. PNS Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri;

c. PNS Daerah yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah
baik di dalam maupun di luar negeri yang gqiinya dibayar oleh
instansi induknya;

d. PNS Daerah penerima uang tunggu;
e. Penerima gaji terusan dari pNS Daerah yang meninggal dunia,

tewas, atau gugur;

f. Penerima gaji dari PNS Daerah yang dinyatakan hilang;
g. Pimpinan BLUD yang hak keuangan atau hak administratifnya

disetarakan atau setingkat pejabat pimpinan Tinggi atau pejabat

Administrator atau Pejabat pengawas;

h. Pegawai non-PNS pada BLUD;

i. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

j. Calon PNS Daerah.

Pasal 3

(1) Pegawai non-PNS pada BLUD dan pegawai lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasat 2 huruf h dan huruf i harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan

terus menerus paling singkat selama I (satu) tahun sejak

pengangkatan atau penandatanganan perj anjian kerj a;

I
\

v
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c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau
telah menandatangani peda'jian kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan peruandang-undangan.

(21 Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi
secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penghasilan
ketiga belas dapat diberikan apabila:

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang
berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah
dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas; atau

b. telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian daram surat keputusan
pengangkatannya.

Pasa1 4

Gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2o2o tidak diberikan
kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Anggota Dewan Perwakilan Ralc.yat Daerah;

c. PNs Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara; dan

d. PNS Daerah yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah

Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar

oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan
Juli 2020.

+

\
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(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli 2o2o sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) belum dibayarkan sebesar penghasilan
yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
gaji atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 6

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi pNS Daerah paling banyak meliputi:
a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

a. penerima gaji terusan dari PNS Daerah yang meninggal d.unia,

tewas atau gugur; atau

b. penerima gaji dari PNS Daerah yang dinyatakan hilang,
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli
2020, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga

tempat PNS Daerah bekerja.

Pasal 8

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (l) diberikan bagi pegawai l,ainnya non-PNS yaitu paling

banyak sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji atau penghasilan

pada bulan Juli 2020.

\
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Pasal 9
Gaji atau penghasilan ketiga belas 5sfagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi pimpinan atau pegawai non-pNS pada
BLUD yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak
sebesar penghasilan yang diberikan kepada pNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dalam peringkat jabatan atau grad,e yang
setara.

Pasal 10

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi calon pNS Daerah, paling banyak
meliputi:

a. 8O% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pNS Daerah;
b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kineda, insentif
kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko,

tunjangan pengamanan, tunjang:rn profesi atau tunjangan khusus
guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tarnbahan penghasilan

bagt guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan,

tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis

dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta

tunjangan atau insentif yang ditet,apkan dengan peraturan

perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga

dan penghasilan lain di luar sebogaimana dimaksud dalam pasal 6
sampai dengan Pasal 10.

,

\

{
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Pasal 12

(1) Dalam hal PNS Daerah, Fimpinan atau pegawai non-pNS pada
BLUD, dan Pegawai Lainnya non-pNS, menerima lebih dari 1

(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud datam pasal 6, pasal g

dan Pasal 9, maka gaji atau pengahsilan ketiga belas diberikan
salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan:

a. menerima lebih dari I (satu) gaji pokok; dan/atau
b. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga; dan/atau
c. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau

tunjangan umum.

(3) Dalam hal PNS Daerah, Fimpinan atau pegawai non-pNS pada

BLUD, dan Pegawai Lainnya non-pNS, menerima lebih dari 1

(satu) gaji atau penghasilan ketiga belas, maka kerebihan
pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan pqiak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

(1)

(21

(3)

+-

\
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BAB III
PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 14

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada buran Agustus 2o2o.
Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran
dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 15

Proses Penerbitan dal pengajuan spp, spM, dan sp2D, serta
pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian pembayarar, Gaji bagi pNS

Daerah yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan
keterangan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas telah
dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 17

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan furggaran satuan
Kerja Perangkat Daerah masing-masing, bagr:

a. PNS Daerah yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;

b. Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada BLUD dan pegawai

Lainnya non-PNS yang gajinya dibayar dari Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah; dan

c. Calon PNS Daerah pada instansi Pemerintah Daerah.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
pasal 1g

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis pemberian
Tunjangan Hari Raya, dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri sipil, pejabat Negara, pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2olg
Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkax pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempata,nya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal o I .,,', :-

Diundangkan di Rantau

pada tanggal li -, - -'- ^

SEKRETARIS DAE H KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

\r. o AReAN +-

BERITA DAERA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR 71


